
  
 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 1 TAHUN 2011  

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
Menimbang   : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat khususnya penyedia jasa angkutan serta dalam 
rangka memberikan jaminan keselamatan terhadap penggunaan 
kendaraan bermotor di jalan, telah diatur ketentuan mengenai 
Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

 
b.  bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan  

rasionalisasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam pemberian 
pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor serta dalam 
rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang 
retribusi daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 
2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

 
 

 
Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun  1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

                                                                                          
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor  53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
3. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 132); 

 
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);  

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3527); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 

dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 

 
12. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4655);   

 
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 

tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan 
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan 
Bak Muatan serta Komponen-komponennya; 

 
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 
 

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
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18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang 
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2002 Nomor 2/C); 

 
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E); 

 
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

dan  
WALIKOTA SURABAYA, 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN 
KENDARAAN BERMOTOR.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 

 
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik,  atau organisasi 
lainnya, lembaga, dan bentuk badan  lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
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5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 

 
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan 

oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang 
berjalan di atas rel. 

                                                      
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan 

menguji dan/atau memeriksa bagian – bagian kendaraan, 
kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus 
dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 

 
8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan 
secara berkala terhadap kendaraan, kereta gandengan, kereta 
tempelan dan kendaraan khusus. 

 
9. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat 

maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang 
diperbolehkan menurut rancangannya; 

                            
10. Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk 

buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala 
setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan 
atau kendaraan khusus. 

 
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.     

                
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besarnya pokok retribusi. 

 
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi 
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
tidak seharusnya terutang. 

 
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

 
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang telah 
ditetapkan. 
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BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  

Pasal 2 
 

Setiap pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi dengan nama 
retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

 
 

Pasal 3 
 

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor. 

 
 

Pasal 4 
 

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi 
atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor yang diberikan Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 5 
 

Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau 
badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.  

 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 6 

 
Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi 
jasa umum.  

 
BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal 7 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang 
diberikan sesuai dengan jenis/klasifikasi kendaraan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


